PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila
terjadi perubahan yang mendasar;

b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kabupaten Bireuen
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu untuk
dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022,
guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

c. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja
daerah yang dianjurkan Kemenpan-RB perlu dilakukan
revisi dan refocusing dokumen perencanaan untuk
penyesuaian indikator kinerja agar tujuan dan sasaran
berorientasi outcome dan memenuhi kriteria spesifik,
mesurable dan relevan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022;



Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata



10.

11.

12.

13.

14.

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-
2022 (Lembaran Aceh tahun 2019 Nomor 9);

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten Bireuen Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran
Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84);

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN
ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 3 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 —
2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 78), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:



(1)

Pasal 4

Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta
sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat gambaran umum kondisi daerah yang
meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator
kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang
meliputi aspek kesejahteraan umum, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis
terhadap pengelolaan keuangan daerah

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat analisis permasalahan pembangunan dan
isu-isu strategis pembangunan daerah tahun 2017-
2022

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Memuat  Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
pembangunan daerah

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi, arah kebijakan pembangunan, serta
program pembangunan prioritas berdasarkan strategi
yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan
Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator
kinerja, target kinerja, pagu indikatif, dan Perangkat
Daerah yang bertanggung jawab berdasarkan bidang
urusan

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang
ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah



BAB IX :  PENUTUP
Memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
untuk penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan setelah periode RPJMK berakhir
(2) Ketentuan Dokumen Perubahan RPJM dalam lampiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diubah menjadi sebagaimana tercantum

dalam lampiran Qanun yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Qanun ini.

Pasal II
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Februari 2021

BUPATI BIREUEN,

dto

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto
ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 94
NOREG QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH, (3/24/2021)

Salinan Sesuai dengan Aslinya o
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen




